SALINAN

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG

FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa barang milik daerah merupakan barang yang harus

dijaga, dirawat, dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai
dengan keperuntukannya demi kelancaran pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
bahwa dalam upaya mengoptimalkan pendayagunaan barang
milik daerah dan mencegah penyalahgunaan penggunaan
barang milik daerah, maka diperlukan suatu norma hukum
yang memberikan pengaturan secara jelas, tegas dan
transparan terkait tarif sewa demi terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan benar
bagi masyarakat;

bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota

Probolinggo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 350);

7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FORMULA TARIF SEWA

BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Probolinggo.

Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai wunsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi
pengelolaan barang milik daerah.

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehannya yang sah.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi
BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu

dan menerima imbalan uang tunai.



9. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas
suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.

10. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan
kompetensi yang dimilikinya.

11. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima atau dibayarkan untuk
penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan

untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.

BAB II
TUJUAN PENYEWAAN BMD
Pasal 2

Penyewaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau

bangunan dilakukan dengan tujuan:

a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD yang Dbelum/tidak dilakukan
penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan
fungsi Pengguna Barang; dan/atau

c. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah.

BAB III
RUANG LINGKUP SEWA BMD
Pasal 3
(1) BMD yang dapat disewa berupa:
a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang
kepada Wali Kota;
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna
Barang; dan/atau
c. Selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
(3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c
dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari

Pengelola Barang.

BAB IV
PIHAK PENYEWA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 4
(1) Pihak yang dapat menyewa BMD meliputi:
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(2)

(3)

(4)

a. badan usaha milik negara/daerah;

b. perorangan;

c. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah; dan/atau

d. badan usaha lainnya.

Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. persatuan/perhimpunan pegawai ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

b. persatuan/perhimpunan istri pegawai ASN /Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

c. unit penunjang kegiatan lainnya.

Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:

a. persekutuan perdata;

o

. persekutuan firma,;

c. persekutuan komanditer;

d. perseroan terbatas;

e. lembaga/organisasi internasional/asing;

f. yayasan; atau

g. koperasi.

Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada Pihak Lain, dengan
persetujuan:

a. Wali Kota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

(5) Penerusan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan

(1)

ketentuan:

a. jangka waktu penerusan Sewa paling lama sampai dengan berakhirnya
jangka waktu Sewa;

b. dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang memiliki kelompok jenis usaha
yang sama dengan penyewa;

c. penyewa menyampaikan informasi tertulis atas pelaksanaan penerusan Sewa;

d. pemilihan pihak penerima penerusan Sewa dilakukan oleh penyewa; dan

e. pihak penerima penerusan Sewa tidak dapat melakukan penerusan Sewa

BMD kepada Pihak Lainnya.

BAB V
JANGKA WAKTU SEWA
Pasal 5
Jangka waktu sewa BMD lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan S (lima) tahun

sejak tanggal ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
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(2) Pelaksanaan sewa dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jangka waktu sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:

a. kerjasama infrastruktur;

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dan
5 (lima) tahun; atau

c. ditentukan lain dalam undang-undang.

(4) Jangka waktu sewa BMD dalam rangka kerjasama infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat
diperpanjang.

(5) Jangka waktu sewa BMD untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang
memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dilakukan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(6) Jangka waktu Sewa BMD yang ditentukan lain dalam Undang-Undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan:

a. mengikuti ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang; atau
b. paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam hal jangka waktu tidak diatur dalam
Undang-Undang dan dapat diperpanjang.

(7) Jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Kegiatan dengan karakteristik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VI
BESARAN TARIF SEWA
Pasal 6

(1) Formula tarif sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan merupakan hasil
perkalian dari:

a. tarif pokok sewa; dan
b. faktor penyesuai sewa.

(2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah
dan/atau bangunan merupakan nilai wajar atas Sewa dari hasil Penilaian oleh
Penilai.

(3) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa selain tanah dan/atau bangunan dilakukan tim yang ditetapkan oleh
Wali Kota atau menggunakan Penilai.

(4) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. jenis kegiatan usaha penyewa;



()

(6)

(1)

(2)

(3)

4)

b. bentuk kelembagaan penyewa; dan

c. periodesitas sewa.

Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dalam
persentase.

Contoh perhitungan formula tarif sewa sebagaimana terlampir yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)

huruf a dikelompokkan atas:

a. kegiatan bisnis;

b. kegiatan non bisnis; dan

c. kegiatan sosial.

Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan,

antara lain :

a. perdagangan;

b. jasa; dan

c. industri.

Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang

diberikan namun tidak semata—mata mencari keuntungan, antara lain:

a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu
atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril,;

b. penyelenggaraan pendidikan nasional;

c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam
rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; atau

d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang

diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:

a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan tidak terdapat
potensi keuntungan;

b. kegiatan sosial;

c. kegiatan keagamaan;

d. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; atau

e. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 8

Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis

ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan

terhadap:

a. koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai ASN; atau

b. pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil.

Faktor penyesuai Sewa untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sebesar:

a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder;

b. 50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer; atau

c. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala mikro
dan kecil.

Dalam hal objek sewa BMD berupa rumah produksi bersama dari hasil tugas

pembantuan, faktor penyesuai sewa sebesar 0% (nol persen) dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. mitra pemanfaatan merupakan koperasi yang telah terdaftar sebagai
pengelola rumah produksi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. belum menghasilkan laba bersih; dan

c. mitra pemanfaatan koperasi menyampaikan laporan keuangan yang telah

dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha nonbisnis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 30%

(tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap:

(7)

a. peruntukan Sewa yang diinisiasi oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang
untuk mendukung tugas dan fungsi, faktor penyesuai Sewa ditetapkan
sebesar 15% (lima belas persen) serta pada saat pengajuan permohonan
melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan inisiasi dari
Pengelola Barang/Pengguna Barang; atau

b. sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
anggota keluarga Pegawai ASN dan pegawai penunjang, faktor penyesuai
Sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) serta pada saat pengajuan
permohonan melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan
dari Pengguna Barang.

Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial

sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dengan menyertakan dokumen

pendukung dari instansi dan/atau pihak terkait yang paling sedikit menjelaskan
jenis kegiatan usaha yang dijalankan berupa jenis kegiatan sosial pada saat

mengajukan permohonan.



(8)

9)

(10)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk
kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana
penunjang peribadatan.

Besaran faktor penyesuai Pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan berupa

tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebesar 0 % (nol persen).

Pembayaran uang Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (4) huruf ¢ dengan jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun

sebagai berikut:

a. sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan
sekaligus terhadap seluruh jangka waktu Sewa;

b. sebesar 120% (seratus dua puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang
dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun;

c. sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang
dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun;

d. sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang
dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun;

e. sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang
dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun;

f. sebesar 140% (seratus empat puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang
dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;

g. sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa
yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 7 (tujuh)
tahun;

h. sebesar 150% (seratus lima puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang
dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 8 (delapan)
tahun;

i. sebesar 155% (seratus lima puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa
yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 9 (sembilan)

tahun; dan

j- sebesar 160% (seratus enam puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang

dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 10 (sepuluh)

tahun.

Pasal 9

(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur transportasi sebesar:

a. 1% (satu persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) untuk pelabuhan

laut dan pelabuhan sungai dan/atau danau; dan



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

b. 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) untuk bandar
udara, terminal, dan perkeretaapian.
Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur jalan sebesar 7% (tujuh
persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur sumber daya air dan
pengairan sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur air minum sebesar 5% (lima
persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen).
Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur air limbah sebesar 5% (lima
persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur telekomunikasi dan
informatika sebesar 4% (empat persen) sampai dengan 16% (enam belas persen).
Dalam hal objek Sewa berupa tanah tidak tersedia sarana/jalur jaringan utilitas
terpadu, besaran faktor penyesuai untuk infrastruktur telekomunikasi dan
informatika sebesar 0% (nol persen).
Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur ketenagalistrikan sebesar:
a. 0% (nol persen) untuk pembangkit listrik:
1. minihydro dan mikrohydro (<10 MW); dan
2. tenaga air.
b. 1% (satu persen) untuk pembangkit listrik selain sebagaimana dimaksud
dalam huruf a;
c. 1% (satu persen) untuk jaringan transmisi tenaga Listrik; dan
d. 0% (nol persen) untuk jaringan distribusi tenaga listrik.
Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur sarana persampahan
sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur minyak dan/atau gas bumi

sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 10

Dalam hal besaran faktor penyesuai Sewa sebesar 0% (nol persen) dilakukan tanpa

Penilaian.

(1)

Pasal 11
Dalam kondisi tertentu, Wali Kota dapat menetapkan besaran faktor penyesuai
sewa dengan persentase tertentu, berdasarkan permohonan:
a. penyewa kepada Pengelola Barang untuk BMD pada Pengelola Barang; atau

b. penyewa kepada Pengguna Barang untuk BMD pada Pengguna Barang.
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(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penugasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan atau
keputusan yang ditetapkan oleh Presiden;

b. bencana alam;

c. bencana non alam; atau

d. bencana sosial.

(3) Besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

(4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai
dengan huruf d, besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak ditetapkannya status
bencana oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sampai dengan 2 (dua)
tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir.

(5) Selain besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) terhadap Sewas berjalan yang telah lunas pembayaran uang
sewanya dapat diberikan penambahan jangka waktu Sewa paling lama 2 (dua)
tahun setelah berakhirnya jangka waktu Sewa.

(6) Pelaksanaan penambahan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dengan ketentuan:

a. mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan
ayat (3);

b. penyewa tidak dikenakan kewajiban pembayaran Sewa selama masa
penambahan jangka waktu Sewa;

c. tidak ada perubahan pihak Penyewa; dan

d. perubahan perjanjian Sewa yang ditandatangani para pihak yang terikat
dalam perjanjian

(7) Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), penyewa
mengajukan permohonan yang dilampiri:
a.surat pernyataan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan terdampak atas

kondisi bencana; dan
b.laporan keuangan dalam bentuk sederhana yang menggambarkan dampak

atas kondisi bencana.

Pasal 12
(1) Penyewaan BMD dituangkan dalam perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh
penyewa dengan:
a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
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(2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

a. dasar perjanjian;

b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama
jangka waktu Sewa;

e. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kelembagaan
penyewa;

f. hak dan kewajiban para pihak; dan

g. hal lain yang dianggap perlu.

Penandatanganan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Perjanjian Sewa untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (3) huruf a dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya persetujuan Sewa.

Dalam hal perjanjian Sewa belum ditandatangani sampai berakhirnya jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sewa batal demi hukum.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa

ditanggung penyewa.

Pasal 13
Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya
wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.
Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum
ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.
Selain pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus sebagaimana pada ayat (1),
dalam hal pembayaran uang Sewa secara periodesitas dilakukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10).
Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara
penerimaan atau menyetorkannya ke rekening kas umum daerah.
Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan
dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran

yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.

Pasal 14
Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dapat diperpanjang dengan

persetujuan:
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a. Wali Kota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
dan

b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna
Barang.

(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa
kepada:

a. Wali Kota, untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; dan
b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) permohonan perpanjangan harus disampaikan paling
lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melengkapi
persyaratan sebagaimana permohonan Sewa pertama kali.

(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana
pengajuan usulan Sewa baru.

(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. karakteristik jenis infrastruktur;

b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;

c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan
perundang undangan; dan

d. pertimbangan lain dari Wali Kota.

Pasal 15
Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

a. perjanjian dan/atau Tarif sewa yang sudah dilaksanakan atau disepakati
sebelum ditetapkannya peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa barang milik daerah; dan

b. perjanjian sewa baru termasuk perpanjangan perjanjian sewa setelah Peraturan
Wali Kota ini diberlakukan maka mengikuti ketentuan yang tercantum dalam

Peraturan Wali Kota ini.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN
Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 102

Salinan sesuai d/e gan aslinya

NIP. 19780608 200903 1 004
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1.

3.

SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 102 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN TARIF SEWA TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN KOTA PROBOLINGGO
DAN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

CONTOH PERHITUNGAN FORMULA TARIF SEWA

Jenis Kegiatan Usaha Bisnis

Nilai tarif Pokok sesuai hasil Penilaian : Rp 1.000.000,- (misal)
Besaran Faktor Penyesuai Sewa yaitu

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)
= Rp 1.000.000,- x (100% x 100%)

= Rp. 1.000.000,-
. Jenis Kegiatan Usaha Bisnis untuk Koperasi PNS
Nilai tarif Pokok sesuai hasil Penilaian : Rp 1.000.000,- (misal)
Besaran Faktor Penyesuai Sewa yaitu
Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 75% (misal)
Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%
Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)
= Rp 1.000.000,- x 75% x 100%

= Rp. 750.000,-
Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis :
Nilai tarif Pokok sesuai hasil Penilaian : Rp 1.000.000,- (misal)
Besaran Faktor Penyesuai Sewa yaitu
Persentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis : 50% (misal)
Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%
Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa
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= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)
= Rp 1.000.000,- x (50% x 100%)

= Rp. 500.000,-
4. Jenis Kegiatan Usaha Sosial :
Nilai tarif Pokok sesuai hasil Penilaian : Rp 1.000.000,- (misal)
Besaran Faktor Penyesuai Sewa yaitu
Persentase Jenis Kegiatan Usaha Sosial : 5% (misal)
Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%
Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)
= Rp 1.000.000,- x (5% x 100%)
= Rp. 50.000,-

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN
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